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Penelitian ini ditulis untuk dapat menjawab mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
91/PUU-XV111/2020 (PMK 91/2020) atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang melipuiti
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu, penelitian ini juga
didukung dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara narasumber terkait. Berdasarkan hasil
penelitian ini ditemukan bahwa secara formil Perppu memang dapat menggantikan undang-undang sebagai
tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK). Sebab, kedua jenis peraturan ini memiliki
hierarki, fungsi, dan materi muatan yang sama. Selain itu, Putusan MK sendiri pada dasarnya juga dapat
ditindaklanjuti dengan jenis peraturan perundang-undangan apapun atau bahkan hanya dengan tindakan
biasa. Hal tersebut dapat terjadi karena memang bergantung pada kasus yang diputus oleh MK. Akan tetapi,
dalam konteks PMK 91/2020 yang ditindaklanjuti dengan Perppu 2/2022, maka kapasitas Perppu untuk
melakukan hal tersebut tidak bisa serta merta dapat diterima dan oleh karenanya tindak lanjut tersebut
menjadi tidak tepat. Sebagaimana PMK 91/2020 sangat menekankan bahwa perbaikan UU 11/2020 harus
bersamaan menghadirkan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Artinya, dalam melakukan
perbaikan UU 11/2020 harus dapat menciptakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara sungguh-
sungguh, yang mana dalam perbaikannya harus memenuhi 3 (tiga) prasyarat yakni right to be heard, right to
be considered, dan right to be explaine. Sedangkan Perppu 2/2022 tidak mungkin dapat mengakomodir
partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya, terlebih lagi dalam memenuhi esens partisipasi yang
bermakna. Sebab, Perppu 2/2022 tidak dapat mendetailkan right to be heard, right to be considered, dan
right to be explained, melainkan Perppu 2/2022 adalah sebagai bentuk penerjemahan dari partisipasi yang
pura-pura dan formalistik.

...... This research aimsto review Government action after the Constitutional Court Decision Number
91/PUU-XV111/2020 (PMK 91/2020) regarding the enactment review of Law Number 11 of 2020
concerning Job Creation (UU 11/2020), which was followed up with stipulation of Government Regulation
in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Perppu 2/2022). This research is a normative
juridical research using library materials or secondary data which includes primary legal materials,
secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, this research is also supported by primary
data collected through interviews with relevant source persons. This study found that formally a Perppu can
indeed replace alaw as afollow-up to the Constitutional Court's decision, because these two types of
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regulations have the same hierarchy, function, and substance. Moreover, the Constitutional Court's decision
can also be followed up with any type of legidation or even just ordinary actions, depending on the case
decided by the Constitutional Court. However in this case, it is inappropriate for the Government to follow
up PMK 19/2020 with Perppu 2/2022 since Perppu is not capable and acceptable to replace UU 11/2020
immediately. PMK 91/2020 strongly emphasizes that revisions to Law 11/2020 must simultaneously bring
about meaningful public participation. This means that in amending Law 11/2020, the Government must
create genuine public participation and involvement, which must at least fulfill 3 (three) prerequisites: the
right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. Meanwhile, the forming proccess
of Perppu 2/2022 is unlikely to be able to accommodate public participation, especialy in fulfilling the
essence of meaningful public participation. Perppu 2/2022 is not able to pursue the right to be heard, right to
be considered, and right to be explained, and instead is aform of pretend and formalistic participation.



